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dulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
berbagai kesibukan

lham
SWT karena atas Ridha-Nya ditengah sibuf
yang luar biasa buku Etika dan Hukum Kesehatan ini bisa

terselesaikan.
Petugas kesehatan dalam melayani masyarakat, juga akan terikat
Dalam pelayanan kesehatan

pada etika dan hukum kesehatan.
masyarakat, perilaku petugas kesehatan harus tunduk pada etika
pada ketentuan hukum, peraturan, dan

profesi dan juga tunduk
Apabila petugas kesehatan

perundang-undangan yang berlaku.
melanggar kode etik profesi akan memperoleh sanksi “etika” dari

organisas profesinya dan mungkin juga apabila melanggar ketentuan
peraturan atau perundang-undangan, juga akan memperoleh sanksi
hukum. Oleh sebab itu, suatu kewajiban bagi semua petugas kesehatan
dari profesi kesehatan dan calon petugas kesehatan dari profesi
kesehataan apapun untuk memahami etika dan hukum kesehatan.
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KONSEP DASAR ETIKA KESEHATAN
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A. Etika dan Etiket

tika berasal dari bahasa Yunani “ethos” dalam bentuk tunggal,
:Eatau “etha” dalam bentuk jamak atau plural. Dalam kamus Bahasa

Indonesia karangan Poerwadarminta, ethos diartikan adat,
kebiasaan, akhlak, watak perasaan, sikap atau cara berpikir. Selanjutnya,
etika sebagai kajian ilmu atau objek diartikan ilmu tentang apa yang
dilakukan (pola perilaku) orang, atau ilmu tentang adat kebiasaan orang .
kata etika dalam bahasa Latin sama dengan moral, yang berasal dari akar
kata “mos” (tunggal) atau “mores “(jamak), yang diartikan kebiasaan orang
atau manusia dalam konteks sosialnya. Lebih lanjut Poerwadarminta
(1953) menyimpulkan bahwa: etika adalah sama dengan akhlak, yaitu
pemahaman tentang hak dan kewajiban orang. Etika sebagai kajian
ilmu membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan
perilakunya terhadap manusia lain dan sesama manusia.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa dalam kehidupan di masyarakat Kita,
sering terjadi kekeliruan penggunaan dua kata yang hampir sama tetapi
mempunyai pengertian yang berbeda, yakni kata “etika” dan “etiket".
Etika atau moral adalah cara yang dilakukan atau tidak dilakukan secara
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KODE ETIK PROFESI
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A. Pengertian Profesi

rofesi berasal dari kata “profesi” dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan

yang dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran
dan sebagainya) tertentu. Pada umumnya, profesi dapat dilukiskan
sebagai pekerjaan yang menyediakan atau memberikan pelayanan yang
highly specialized intellectual. Jadi, profesi adalah pekerjaan pelayanan
yang dilandasi oleh persipan atau Pendidikan khusus yang formal dan
landasan kerja yang ideal serta didukung oleh citacita etis masyarakat.
Profesi berbeda dengan pekerjaan lain yang tujuannya memperoleh
keuntungan semata. Profesi memusatkan perhatiannya pada kegiatan
yang bermotif pelayanan. Profesi tidak selalu dibedakan dengan tajam
dari pekerjaanpekerjaan yang lain. Peraturan mengenai profesi pada
umumnya mengandung hakhak yang fundamental dan mempunyai
peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam
melaksanakan profesinya yang dituangkan dalam kode etik.
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A. Pengertian Hukum Kesehatan

ukum Kesehatan (health law) merupakan suatu spesialisasi dari
Hilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi segala peraturan

perundang-undangan di sektor pemeliharaan kesehatan.
Banyak istilah yang digunakan oleh para pakar, ada yang menyebutnya
hukum kedokteran dan hukum medik sebagai terjemahan dari medical
law dan droit medical. Para ahli hukum dan dokter dari yang berasal dari
Inggris, Amerika, dan Australia menggunakan istilah droit law. Dengan
demikian health law diterjemahkan sebagai hukum kesehatan, sedangkan
istilah hukum kedokteran tetap digunakan sebagai bagian dari hukum
kesehatan yang semula disebut hukum medik.

Menurut Kansil (1989), hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan
perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan
medik dan sarana medik. Sedangkan Leenen (dalam Amri Amir, 1999)
mengemukakan bahwa hukum kesehatan meliputi semua ketentuan
umum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan
penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi
dalam hubungan tersebut serta pedoman internasional, hukum kebiasaan
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ASPEK HUKUM TENAGA KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

anggal 17 Oktober 2014 UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan telah disahkan dan diundangkan. Pemerintah berdalih

pembentukan UU Tenaga Kesehatan merupakan perpanjangan
dari UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pemerintah mengklaim
bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam
berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung
kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang
tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2014 disebutkan
bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling
utama. Sebab dengan tenaga kesehatan ini semua sumber daya kesehatan
yang lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan, pembekalan kesehatan
serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diharapkan.
Secara hukum tenaga kesehatan di indonesia telah diatur tersendiri sejak
22 juli 1963 dengan keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang
Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Tahun 1960.
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INFORMED CONSENT

A. Pengertian

ada awal mulanya, dikenal hak atas Persetujuan/Consent,

baru kemudian dikenal hak atas informasi kemudian menjadi

“Informed Consent”. Kasus Slater vs Baker Stapleton, 1767
menurutAppelbaum merupakan kasus yang pertama di Inggris dimana
diputuskan bahwa Dokter harus memperoleh izin Pasien dahulu sebelum
melakukan tindakannya. Sedangkan pada Kasus Schoendorff vs Society
of the New York Hospital, 1914 “Setiap manusia dewasa dan berakal
sehat, berakal sehat, berhak untuk menentukan apa yang hendak
dilakukan terhadap tubuhnya sendiri; dan seorang Dokter Ahli Bedah
yang melakukan suatu operasi tanpa persetujuan pasiennya dapat
dipersalahkan telah melakukan suatu pelanggaran untuk mana ia harus
bertanggung jawab atas segala kerugian” (Hakim Benyamin Cardozo J).
Menurut Prof. Azrul Azwar: ‘kehendak untuk menghormati hak asasi
manusia dalam bidang kedokteran diterjemahkan sebagai hak-hak pasien
(patient right) akhirnya ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etik yang
harus dipatuhi oleh setiap warga profesi kedokteran.
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ETIKA PENELITIAN KESEHATAN
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A. Pendahuluan

enelitian adalah kegiatan untuk memperoleh informasi atau

penjelasan tentang fenomena alam atau sosial, yang direncanakan

secara sistematik dengan metode atau cara-cara tertentu. Dari
batasan ini jelas, bahwa dalam kegiatan penelitian ada dua belah pihak
yang berkepentingan. Pihak pertama adalah pihak yang ingin memperoleh
informasi atau penjelasan, yakni sipeneliti dan pihak yang kedua adalah
pemberi informasi atau pemberi penjelasan adalah masyarakat atau
responden sebagai pihak yang diteliti. Dalam hubungan antara pihak yang
pertama (peneliti) dengan pihak yang kedua (masyarakat yang diteliti)
sudah barang tentu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang
disepakati bersama. Hubungan inilah yang perlu diatur dalam etika
penelitian. Etika penelitian bukan sekedar hubungan perilaku antara
pihak peneliti dengan pihak yang diteliti, tetapi juga pemanfaatan hasil
penelitian tersebut bagi masyarakat. Karena sebuah penelitian secara etis
harus mempunyai asas kemanfaatan bukan saja bagi ilmu tetapi juga bagi

masyarakat.
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PENEGAKAN HUKUM BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN

epastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada

pasien, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan telah ditetapkan
oleh berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang
Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
serta peraturan pelaksanaan terkait lainnya. Setiap pelanggaran (baik
merupakan pelanggaran etika profesi, atau pelanggaran disiplin profesi,
maupun pelanggaran hukum) dapat dilakukan penegakan hukum (law
enforcement). Namun pada praktiknya lembaga yang berwenang untuk
melakukan penegakan hukum di bidang hukum kedokteran tidak berada
di dalam satu lembaga, melainkan ada beberapa lembaga yang berbeda.
Pembahasan pada buku ini dibatasi pada lembaga profesi dan Non Profesi.
Untuk lembaga Non Profesi dibatatasi penyelesaian di luar pengadilan
(Non Litigasi) dan dalam pengadilan (Litigasi). Kasus-kasus hukum dalam
pelayanan kesehatan sering terjadi, untuk itu perlu dijabarkan cara dan
lembaga yang menangani kasus dalam pelayanan kesehatan. Secara

lengkap dapat kita lihat dibawah ini:
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MALPRAKTIK TENAGA KESEHATAN

A. Definisi Malpraktik

Malpraktik terdiri dari dua suku kata mal dan praktik. Ma/ berasal
dari kata Yunani yang berarti buruk. Sedangkan praktik menurut Kamus
Umum Bahasa Indonesia berarti menjalankan perbuatan yang tersebut
dalam teori atau menjalankan pekerjaan atau profesi. Jadi, malpraktik
berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya.

Berdasarkan Coughlin’s Law Dictionary, malpraktik adalah
sikaptindak profesional yang salah dari seseorang yang berprofesi,
seperti dokter, perawat, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan
dan sebagainya. Malpraktik bisa diakibatkan karena sikap tindak yang
bersifat tidak peduli, kelalaian, atau kekurang-ketrampilan atau kehati-
hatian dajam pelaksanaan kewajiban profesionalnya, tindakan salah ya?ng
Sengaja atau praktek yang bersifat tidak etis. Bex.'dasrarkan penizrlzzfrl
ersebut, malpraktik bisa terjadi pada semua profesi baik perawat, ‘

dtau profeg; yang lain.

Pengertian malpraktik secara U

sembronoan ( onal miscounduct)
. professional mis . din
tidak dapat diterima (unreasonable lack of skill) yang

mum menyebutkan adanya

atau ketidakcakapan yang
kur dengan

|

‘_:

A
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(SALAHAN DAN KELALAIAN =~ 7
TENAGA KESEHATAN
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tidak terlepas dari suatu fakta bahwa sebagai manusia mereka
takkan luput berbuat kesalahan. Kesalahan terjadi pada setiap
pekerjaan, tentu dengan berbagai konsekuensi. Kesalahan tersebut

Dalam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga

bisa berupa ketidakberhasilan (error) ataupun adanya suatu kelalaian
(negligence) dalam menjalankan tugas yang dijalankan.

Di bidang kedokteran dikenal dengan istilah medical error dan
medical negligence. Medical error dan medical negligence mengacu pada
kesalahan dan kelalaian yang terjadi di bidang medis. Dokter dan tenaga
‘esehatan yang lain merupakan suatu profesi yang mempunyai kesamaan
Yaitu sebuah profesi dalam upaya pelayanan kesehatan. Sebagai manusia,
folter dan tenaga kesehatan yang lain tidak luput dari kesalahan (To
“Tis human, ¢o forgive is devine). Semuatenagakesehatan pasti pernah
"elakukan suatu error, meskipun kadar ke- error-anberbed.a antarzf
::':aga kesehatan yang satu dengan tenaga kesehatan yang lain, l:et;la[;l

* ada Seorang tenaga kesehatanpum yang tidak pernah melakukar

0% Ha| inj dj : Jahan merupakan sifat sebagal

) ikarenakan error atau kesa berulang-
usia Namun, kesalahan (error) yang dilakukan secar®

Uan. : - jgence).
'ang ilahy ang kemudian dikategorikan sebagai kelalaian (neglige
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\sPEK HUKUM
(ESEHATAN LINGKUNGAN

A Defenisi Kesehatan Lingkungan

ingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar baik, berupa
benda hidup, benda mati, benda nyata atau abstrak, termasuk

manusia lainnya serta suasana yang terbentuk karena terjadinya
interaksi diantara elemen-elemen yang ada di alam.

WHO menjelaskan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan
"asyarakat diperlukan enam usaha dasar kesehatan masyz.irfakat
g terdiri dari 1) pemeliharaan dokumen kesehatan, 2) p.endldlk]an
kesehatan, 3) kesehatan lingkungan, 4) pemberantasan penyakit menuta[rl,
3) kesehatan, ibu dan anak, dan 6) pelayanan . p:r?IvZZl:h
saSEhata"- Merujuk hal tersebut, kesehatan lingkungan n“arupan:kankan

lu dary enam usaha dasar kesehatan masyarakat yang me

g ini dikarenakan
mas&lahk ra dini kejadian P bersih, pembuanga

latgy, esehatan lingkungan seperti penyediaanall e yang dak
N n, e sampah, dan pembuane”’ " dap peningkatan
b1 SYarat kesehatan mempunyai pengaruh terh?

Hyﬂkit i"fEksi_

Penc
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\ Defenisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

etiap tahun tercatat ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja
Pada tahun 2007 menurut Jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan

yang mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat
etap dan 58.697 orang cendera. Data kecelakaan tersebut mencakup
slruh perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek dengan jumblah
perserta sekitar 7 juta orang atau sekitar 10 % dari seluruh perkerja di
infonesia, Dengan demikian, angka kecelakaan mencapai 930 kejadian
,Unt"k setiap 100.000 perkerja setiap tahun. Oleh karena itu jumblah
‘“elakaan keseluruhannya diperkirakan jauh lebih besar.Bahlfan
?enurut penelitihan World Economic Forum tahun 2006, angka kemat?an
i’:ongzkibatkan kecelakan di Indonesia mencapal 1?'18 :n:lrks::;t:fi

_m;S 0 perkerja.Kerugian materi akibat kecelakaan juga D€
3an sarana produksi, biaya pengobatan dan kompensasn.h o0
keru::;lurut_laporan International Labour 0rga” izatif?ggli‘ Si;iu l;qegara.
tinyg, Zaklbat kecelakaan kerja mencapai * %dar;, akit akibat kerja
enimbulslam skala industri, kecelakaan dan p'ebZ rupa pe porosan
an kerugian 4 persen dari biaya PmdukSl
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JINYAKIT MENULAR
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A Pengertian Penyakit Menular

enurut Notoatmojo (2010), penyakit menular (communicable
disease) adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu
orang ke orang yang lain, baik secara langsung maupun
lak langsung. Penyakit menular ini ditandai dengan adanya organ atau
Pnyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah. Patogen merupakan
mber atau penyebab penyakit menular. Patogen adalah organisme atzfu
Wbstang; seperti bakteri, virus atau parasit yang menimbulkan penyak!t-
Yty Penyakit dapat menular dari orang yang satu ke orang yané Lal:;z
::ena 3 faktor berikut yaitu: agent (penyebab penyakit), host (It
"ang) dan royte of transmission (jalannya penularan)- it yang
Menyryy Depkes (2000), penyakit menular adalah penyakl

lsabyy duk toxin yane
kan "y . tau oleh produx ™ .
g oleh bibit penyakit tertentu a ng diprodukst

i
e ,b.a" Melalui penularan bibit penyakit atau © dari binatané atau
oy - Penyakit tersebut dari orang yang terinfeks,l’l ngsung maupu?
Servojr kepada orang yang rentan; baik secar : ejami melalt!
a:tgsung melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang P
AU melalyj lingkungan.
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A, Pengertian

enyembuhan atau p

di kalangan masyara
ke Indonesia. sistem pengobatan tra

nal sudah lama dikenal

kat, jauh sebelum kedokteran modern
disional merupakan

selama ini tumbuh dan berkembang

turun temurun di kalangan masyarakat, baik
saan sebagai warisan

engobatan tradisio

masuk
salah satu unsur budaya yang
serta terpelinara secara
masyarakat perkotaan maupun masyarakat pede
pusaka nusantara. pada awalnya, pengobatan tradisional bersifat mistik,
kepercayaan pada tenaga-tenaga gaib yang berakar padaanimisme. Dalam
perkembangannya, pengobatan tradisional di Indonesia dipengaruhi oleh
banyak budaya asing seperti India, Cina, Timur Tendah (Arab) dan Eropa.
Budaya-budaya tersebut terutama mempengaruhi cara-cara pengobatan
tradisional melalui pendekatan keagamaan.

Di era modern sekarang ini, pengobatan tradisional di Indonesia
masih menjadi salah satu pilihan utama cara penyembuhan penyakit
masyarakat. Menurut Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2008, angka
kesakitan pend:d“k secara nasional sebesar 33,24%, dari jumlah t;:rsebut
sebesar 65,59% memilih berobat sendiri dengan menggunakan obat-

4
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NDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
U -

NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: atan memiliki peranan penting untuk meninghatiy

a. bahwa tenaga keseh
kualitas pelayanan
masyarakat mampu
hidup sehat sehingga

chatan yang maksimal kepada masyarak
urll(tisk mening{(atkan kesadaran, kemauan, da,z keanl;::n ;l%ar
akan terwujud derajat kesehatan yang seting gi'ti"gginsg
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produjyg
secara sosial dan ekonom! serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negar,

Republik [ndonesia Tahun 1945;

b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dajap
bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat
melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan
berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkay

oleh masyarakat;
bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenagakesehatan

yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi. keahlian,
dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunyamelalui
pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi. perizinan,
serta pembinaan, pengawasan. dan pemantauan agar peny clenggaraan upaya
kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keschatan:
d. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan keschatan sctiap individu
dan masyarakat, untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh
masyarakat, dan untuk memberikan pelindungan scrta kepastian hukum
kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan Kesehatan,
perlu pengaturan mengenai tenaga keschatan terkait dengan perencanaan
kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan. dan pengawasan mutu
tenaga kesehatan;
¢. bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagal
peraturan perundangundangan dan belum menampung kebutuhan hukum
masyarakat sehingga perlu dibentuk undangundang tersendiri yang mengatur
tenaga kesehatan secara komprehensif;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala
b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-
Tenaga Kesehatan.

m huruf a. hurul
Undang tentang

Mengingat:

I. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pas a3
. , Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3)
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ndang’
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ETIKA DAN HUKUM
SEHATAN

EDISI REVISI

arian dalam melayani masyarakat, juga akan
ika dan hukum keschatan. Dalam pelayanan
at, prilaku petugas keschatan harus
duk pada ketentuan hukum,
undangan yang berlaku. Apabila petugas
ctik profesi akan memperoleh sanksi
wotika” dari organisasi profesinya dan mungkin juga apabila
melanggar ketentuan peraturan atau pcrundang-undangan, juga akan
memperolch sanksi hukum. Oleh scbab itu, suatu kewajiban bagi
semua petugas kesehatan dari profesi kesehatan dan calon petugas
keschatan dari profesi keschatan apapun untuk memahami ctika dan
hukum keschatan.

Buku ini menguraikan gt
pengalaman dalam memberikar
Kesehatan” di Fakultas Kesch
Negeri Sumatera Utara. | —

[/

ctugas keseh
terikat pada ct
keschatan masyarak

tunduk pada ctika profesi dan tun

peraturan, dan perundang-
keschatan melanggar kode

ikea dan hukum kesehatan berdasarkan
1 kuliah wajib “Etika dan Hukum

ISBN : 978-623-61
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